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ABSTRAK

Dispensasi perkawinan merupakan keringanan yang diberikan pengadilan
terhadap calon suami atau istri yang hendak melaksanakan suatu perkawinan,
dimana usia dari salah satu mempelai itu belum mencapai batas umur yang sudah
diatur didalam Undang-Undang Perkawinan. Pertama, Bagaimana pelaksanaan
permohonan dispensasi oleh hakim terhadap perkawinan dibawah umur akibat
hamil diluar nikah ? Kedua, Bagaimana hambatan permohonan dispensasi
perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah? Ketiga, Bagaimana upaya
hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar
nikah?. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, Mengetahui bagaimana
pelaksanaan permohonan dispensasi oleh hakim terhadap perkawinan dibawah
umur akibat hamil diluar nikah. Kedua, bagaimana hambatan permohonan
dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah. Ketiga,
bagaimana upaya hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur
akibat hamil diluar nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum
sosiologis yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan
menelusuri  dan mempelajari  berkas-berkas putusan Pengadilan Agama
Pekanbaru. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik Data-data yang
diperoleh akan disusun secara deskriptif , kemudian peneliti akan menganalisa
secara kualitatif yaitu prodesur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara
memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun
data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang
disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistic. hasil
penelitian diketahui bahwa dalam Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan
Agama Pekanbaru, Hakim telah menetapkan prosedur seta persyaratan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur pengajuan perkara permohonan sama
dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Dalam Pelaksanaan Dispensasi
Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Pihak yang dapat
mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur yakni pihak yang
mengajukan permohonan nikah tetapi belum memenuhi persyaratan dalam
ketentuan usia/umur baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Hambatan
dalam pelaksanaan Dispensasi adalah adanya faktor kedudukan hukum para pihak
yang mengajukan dispensasi kawin, kurangnya alat bukti, keterbatasan biaya,
kedewasaan calon suami. Sedangkan upaya dalam hambatannya adalah
mengajukan prodeo serta hakim menyarankan mencabut permohonannya, dan
menyarankan melengkapi kekurangan alat bukti. Adapun yang menjadi factor
penyebab terjadinya dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar
nikah (studi putusan 153/Pdt.P/2023/PA.Pbr) yaitu faktor lingkungan, pergaulan
bebas.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Di bawah Umur, hamil diluar nikah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melangsungkan perkawinan
akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri, suami berkewajiban
menafkahi istri dan keturunannya kelak sedangkan istri berkewajiban mengurus
rumah tangga agar keluarganya tidak telantar. Hak dan kewajiban agar berjalan
dengan baik maka suami dan istri harus Saling mendukung dalam
mempertahankan rumah tangga mereka.’

Tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang sakinah, mawwadah,
warahmah. Untuk mewujudukan tujuan perkawinan itu sendiri sesuai dengan
prinsip undang-undang perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak
jiwa raganya agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa
berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental sangat

diperlukan dalam menjalani perkawinan.?

! Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."
Crepido 2.2 (2020): 111-122. Lihat juga pada artikel Wibisana, Wahyu. "Pernikahan
dalam islam." Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta lim 14.2 (2016): 185-193.

2 Wafa, Moh Ali. "Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam
dan hukum materil." (2018).



Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat
(1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun”.?

Namun pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap undang-
undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu dengan dikeluarkannya
“undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Perubahan dalam undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mencakup dalam batas minimum usia
bagi pasangan yang mau menikah, usia minimum menikah untuk wanita sama
seperti usia minimum menikah pria, yaitu 19 tahun.

Berdasarkan undang-undang perkawinan tersebut telah ditetapkan batas
umur dengan pertimbangan dari segi kesehatan. Hal tersebut terdapat pada
penjelasan undang-undang perkawinan yang berbunyi “untuk menjaga kesehatan
suami-istri dan keturunan-keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur tentang
perkawinan”. Penjelasan tersebut menunjukan bahwa batas umur yang ditetapkan
untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan-keturunannya, terlihat lebih
jelas bahwa kesehatan adalah faktor utama batas umur itu ditentukan.

Pada zaman sekarang ini gaya pacaran remaja sudah semakin berani dan
terang-terangan di muka umum, tak sedikit gaya remaja yang berdua-duaan
menimbulkan hal-hal negatif, salah satunya yang sangat fatal yaitu persoalan

hamil diluar pernikahan. Resiko kehamilan yang tidak diinginkan akan semakin

® pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan



meningkat diakibatkan rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan
reproduksi, tentang masa subur dan resiko kehamilan. Walaupun remaja tersebut
masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri,
meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

Kehamilan akan menjadi hal yang menakutkan, yaitu ancaman bagi mereka
yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat di takutkan dan
tidak diinginkan. Faktor penyebabnya, diantara lain adalah karena keingintahuan
yang sangat tinggi pada mereka yang masih remaja, dikarenakan pergaulan bebas,
minimnya pengetahuan yang berkaitan tentang seks, karena kurangnya pendidikan
tentang keagaman dan kurangnya perhatian dari orang tua.

Akibat dari hal tersebut terjadilah perkawinan yang tidak mencapai batas
usia yang telah diatur di Undang-Undnag Perkawinan. Batas usia yang ditentukan
mengharapkan adanya kesiapan psikologis dalam hubungan perkawinan dari
kedua belah pihak. Pernikahan muda bisa menimbulkan meningkatnya persoalan
perceraian akibat rendahnya kesadarean dalam bertanggung jawab di kegiatan
berumah tangga.

Dampak yang harus dihadapi bagi seseorang yang melakukan perkawinan
usia dini antara lain: sangat rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), masa reproduksi belum matang, kesulitan melahirkan, berat badan bayi
yang rendah, aborsi, berdampak pada sosial ekonomi, masa depan keluarga (anak

dan istri) suram karena putus sekolah.”

* Nur Aisyah, “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di
Kabupaten Bantaeng,” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan
Hukum 4, no. 2 (2017): 174, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062.



Faktor umur tidaklah cukup dikaitkan dari aspek fisiologis, tetapi juga dari
psikologis dan sosial. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan dengan
tegas bahwa dalam perkawinan pria harus berumur 19 tahun dan wanita berumur
16 tahun, jika kurang dari itu maka diwajibkan untuk mengajukan permohonan
dispensasi.

Dispensasi perkawinan merupakan keringanan yang diberikan pengadilan
terhadap calon suami atau istri yang hendak melaksanakan suatu perkawinan,
dimana usia dari salah satu mempelai itu belum mencapai batas umur yang sudah
diatur didalam Undang-Undang Perkawinan. Pengajuan dispensasi kawin ini
dapat diajukan di Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama islam dan di
Pengadilan Negeri (PN) bagi yang beragam non-muslim.

Pengajuan izin dispensasi hanya boleh dilakukan oleh orang tua atau wali
mempelai pria ataupun wanita yang usianya dibawah ketentuan Undang-Undang
Perkawinan. Sebelum mengajukan izin ke Pengadilan Agama harus mendapatkan
izin dari orang tua atau wali masing-masing untuk melangsungkan perkawinan.
Izin dari orang tua atau wali bertujuan bukan untuk mempersulit perkawinan yang
dilakukan oleh seseorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya memberikan
gambaran kehidupan selanjutnya setelah melangsungkan perkawinan itu tidaklah
mudah seperti yang dibayangkan oleh anak yang belum dewasa.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mempelajari, mengkaji dan
meneliti bagaimana pelaksanaan dispensasi perkawinan dibawah umur akibat
hamil diluar nikah, hambatan dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan serta

upaya yang dilakukan terhadap hambatan tersebut. Agar penelitian dan penulisan



ini terarah dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis memberi judul dari
penelitian ini dengan “PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN

AGAMA PEKANBARU”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi oleh hakim terhadap
perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah ?

2. Bagaimana hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur
akibat hamil diluar nikah ?

3. Bagaimana upaya hambatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah
umur akibat hamil diluar nikah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat tujuan

penelitian ini :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan dispensasi perkawinan
dibawah umur akibat hamil diluar nikah.

b. Untuk mengetahui hambatan permohonan dispensasi perkawinan
dibawah umur akibat hamil diluar nikah.

c. Untuk mengetahui upaya hambatan permohonan dispensasi

perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah.



2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengetahui hakim
pengadilan agama menyelesaikan permohonan dispensasi perkawinan
dibawah umur akibat hamil diluar nikah.

b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai
dampak dari dikabulkannya penetapan dispensasi perkawinan dibawah
umur akibat hamil diluar nikah.

c. Menjelaskan upaya hambatan permohonan dispensasi perkawinan
dibawah umur akibat hamil diluar nikah.

D. Kerangka Teori
1. Teori kepastian hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan
yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani
atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu
dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian
hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu,
kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang

sudah digariskan oleh aturan hukum.’
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan
sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari

kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan perbuatan, tanpa

> Manullang, E. Fernando M. Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. Prenada Media,
2017.



memandang siapa yang melakukannya.® Dengan adanya kepastian hukum,
setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika melakukan
tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip
persamaan di depan hukum, tanpa diskriminasi’

Menurut Sudikno Mertukumo, kepastian hukum merupakan sebuah
jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu
peraturan yang harus ditaati.®

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat
diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap
kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk
dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-
kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apa pun kehidupan bernegara
dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat

mengakomodasi semua kepentingan tersebut.

® Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan dan Kemanfaatan." Warta Dharmawangsa 13.1 (2019).

" Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bahan
pada Acara Seminar Nasional”Saarnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh
DPP Partai HANURA, Mahkamah Konsitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

8 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta



2. Teori hak

Hak itu bersifat alamiah yang dibawa sejak lahir karena hak-hak itu diberi
oleh allah. Pengertian hak dapat dijumpai dalam teori mengenai hakikat
hak. Menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua
teori yang mengenai hakikat hak, vyaitu teori kehendak yang
menitikberatkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori
kepentingan atau teori kemanfaatan.? Teori hak sebenarnya didasarkan atas
asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia
mempunyai martabat yang sama.

Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu

a. Hak hukum (legal right), adalah hak yang didasarkan atas
sistem/yurisdiksi hukum suatu negara, di mana sumber hukum
tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar negara yang
bersangkutan.

b. Hak moral atau kemanusiaan (moral, human right), dihubungkan
dengan pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus
dihubungkan dengan kelompok bukan dengan masyarakat dalam arti
luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang
kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain.

c. Hak kontraktual (contractual right), mengikat individu-individu yang
membuat kesepakatan/kontrak bersama dalam wujud hak dan

kewajiban masing-masing kontrak.

% Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman, Op. cit., him. 441.



3. Teori keadilan hukum

Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah keadilan berasal dari kata adil,
artinya tidak memihak, atau memihak kepada yang benar sepatutnya, tidak
sewenang-wenang. Namun arti keadilan diartikan sebagai perlakuan atau
perbuatan yang adil.

Dalam Teori Keadilan John Rawls menegaskan pandangannya terhadap
keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan
haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu
1. memberi hak kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling

seluas luasnya kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi
sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Teori keadilan sangat mendukung sekali dengan adanya pemberian
dispensasi perkawinan di bawah umur karena dapat bermanfaat yang
bersifat timbal balik. Menurut Quraisy Shihab, adil berarti persamaan,
dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-
orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang
berperkara itu merupakan hak mereka. Murtadha Muthahari dalam
pengertian yang sama,mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan
ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak
kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang

mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan



kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang
terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.'

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini
bertujuan untuk meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan
dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan
tersebut dengan melakukan wawancara kepada responden.*!

Desain penelitian merupakan suatu rancangan, pola penelitian. Desain
penelitian pada dasarnya digunakan peneliti dalam rangka memudahkan
untuk melakukan penelitian dan agar penelitian tersebut menjadi lebih
terarah, penelitian ini adalah penelitian survey, dimaksudkan untuk meneliti
atau mengetahui suatu kejadian atau peristiwa yang diamati untuk
memberikan gambaran yang jelas mengenai dispensasi perkawinan dibawah
umur akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni di

Pengadilan Agama Pekanbaru. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini, karena

Pengadilan Agama Pekanbaru yang berwenang memberikan dispensasi

% Tamyiez Dery, “Keadilan dalam Islam”, MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan,
Vol. 18 No. 3, 2002, him. 342.

1 Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif
dan penelitian hukum sosiologis." Jurnal Dinamika Hukum 13.2 (2013): 307-318.
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perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah berdasarkan aturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru dan Panitera, ini diharapkan penulis dapat memperoleh
gambaran mengenai dispensasi perkawinan dibawah umur akibat hamil
diluar nikah
b. Sampel
Sugiono mengemukakan pengertian sampel bahwa sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang
ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu,
maka penelitian ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi
itu.*2,
Dalam penelitian ini, penelitian diambil sampel sebanyak 10 orang
yang terdiri dari :

Tabel 1.1

Jumlah Populasi dan Sampel Peneliti

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase

1. Hakim pengadilan agama 1 1 100%
pekanbaru

2. Panitera 1 1 100%

12 Sugiyono.2010.memahami penelitian kualitatif.bandung :Alfabet.HIm.49
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4. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan
dengan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung
dilapangan, melainkan diperdapat melalui kajian kepustakaan atau
studi dokumen yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier pada esensinya sama dengan data sekunder, yaitu tidak
diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperdapat melalui
ensiklopedi dan sejenis, fungsinya untuk mendukung data primer dan
data sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara pengamatan lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu tanya jawab antara penulis dengan sampel terpilih,
yang mana penulis terikat dengan daftar pertanyaan yang telah
disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti.

c. Kajian pustaka, dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan-
kutipan dari buku bacaan, literature, dan buku-buku pendukung yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
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6. Analisa Data

Data yang penulis peroleh berupa hasil wawancara dan juga dokumentasi
dari responden yang penulis pelajari dengan seksama berdasarkan pokok
permasalahan unutk kemuduan data tersebut di kumpulkan dan diolah serta
disajikan, dibahas secara deskriktif dalam suatu rangkaian-rangkaian kalimat
jelas dan terperinci. Selanjutnya penulis memperbandingkan sajian data
sebagaimana tersebut diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan
terkait yang berlaku dengan konsep teoritis yang dikemukakan oleh oara ahli
hukum terdapat pada literatur.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu
dinyatakan secara tertulis.

Pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan secara induktif dengan
diawali oleh hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana berdasarkan data yang
penulis peroleh berupa hasil wawancara serta dokumen, selanjutnya dengan
hal-hal yang bersifat umum yang diatur didalam peraturan perundang-
undangan. Dari hasil pembahasan tersebut maka ditariklah kesimpulan dengan
cara mengambil inti dari pembahasan yang berpedoman pada tujuan penelitian
yang telah digariskan, hasil penelitian ini diambil secara induktif yaitu

penyimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan
Agama Pekanbaru dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan dibawah umur akibat
hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, Hakim telah
menetapkan Prosedur serta persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang didalamnya juga
diatur antara lain mengenai syarat dan ketentuan dalam mengadili
perkara dispensasi perkawinan. Pihak yang mengajukan Permohonan
Dispensasi Perkawinan dibawah umur akibat hamil diluar nikah yakni
pihak yang mengajukan Permohonan perkawinan tetapi belum
memenuhi persyaratan dalam ketentuan usia/umur baik pihak
perempuan maupun pihak laki-laki. Tidak semua Permohonan
Dispensasi Perkawinan dikabulkan oleh hakim, adapun pertimbangan
hakim dalam mengabulkan atau menolak Permohonan Dispensasi
Perkawinan tentu mengacu pada peraturan yang berlaku dan
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Hambatan dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan yang

terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat hambatan faktor
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kedudukan hukum para pihak yang mengajukan dispensasi kawin,
kurangnya alat bukti, keterbatasan biaya, dan kedewasaan calon suami
yang berakibat Permohonan Dispensasi Perkawinan ditolak. Faktor
kedudukan hukum para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi
perkawinan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi karena
apabila unsur ini tidak terpenuhi akan berakibat perkara dispensasi
perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan pasal 6
Permo Nomor 5 Tahun 2019, faktor kurangnya alat bukti, para
pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk
mendukung dalil-dalilnya sehingga hakim memutuskan untuk
menolak perkara tersebut, faktor keterbatasan biaya menjadi hambatan
pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi perkawinan, dan
faktor kedewasaan calon suami, calon suami belum memiliki
kematangan dan tanggung jawab atas nafkahnya kepada calon istri
dan bayi didalam kandungan.

. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan kedudukan
hukum dan kurangnya alat bukti dengan memutuskan menolak
permohonan atau Pemohon mencabut perkaranya sehingga memberi
kesempatan kepada pemohon untuk mencari atau mendatangkan orang
yang betul-betul berhak menjadi pemohon dalam perkara tersebut
serta melengkapi alat-alat bukti yang kurang, dan apabila telah
memenuhi persyaratan Pemohon dapat mengajukan Permohonan

kembali. Dengan adanya prodeo (Cuma-Cuma) dan pos bantuan
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B. Saran

hukum( POSBAKUM) pemohon dapat mengajukan permohonan
dispensasi perkawinan tanpa biaya. Sedangkan kedewasaan calon
suami, hakim memberikan perjanjian antara kedua belah pihak dan

pendampingan secara psikologis serta pembinaan atau edukasi.

Melihat tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan karena

faktor pergaulan bebas menjadi salah satu sebab dispensasi kawin, oleh sebab

itu penulis menyarankan sebagai berikut :

1)

2)

3)

Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat
terutama pada anak dibawah umur mengenai pernikahan dibawah
umur, bahaya seks bebas, perkawinan tidak tercatat, dan dampaknya
bagi anak dibawah umur. Sekarang ini banyak pernikahan dibawah
umur akibat hamil diluar nikah yang gagal karena belum matangnya
pasangan baik secara mental maupun finansial. Maka pemerintah
perlu memberikan pengertian kepada masyarakat luas mengenai
pernikahan dibawah umur ini.

Diperlukan memberi pembinaan dan edukasi tentang pernikahan
dibawah umur, kesehatan reproduksi di dunia pendidikan.

Untuk hakim diperlukan pertimbang yang cermat dalam mengambil
keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada
kepentingan terbaiki anak dalam dispensasi perkawinan dibawah

umur.
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